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ABSTRAK

Tutik Alawiyah/222019042/Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi
dan Bangunan, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar Pengaruh
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Sidomulyo Kecamatan Air
Kumbang. Data yang digunakan yaitu data primer. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif.
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, asumsi Klasik,
multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, uji koefisien
determinasi, uji f dan uji t. Hasil uji f penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan, pemungutan pajak bumi dan bangunan berpengaruh
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan secara silmutan. Dan hasil uji t, secara parsial variabel
implementasi kebijakan pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Secara parsial variabel pemungutan pajak bumi dan
bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan dan Penerimaan PBB.
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ABSTRACT

Tutik Alawiyah/222019042/The Influence of the Implementation of Land and Building Tax
Receivables Management Policy. Land and Building Tax Collection Against Land and Building
Tax Revenue (Case Study in Sidomulyo Village, Air Kumbang District).

This study aims to answer the existing problem, namely how big is the influence of the implementation
of land and building tax receivables management policies, collection of land and building tax on land
and building tax revenues in Sidomulyo Village, Air Kumbang District. The data used is primary data.
The data analysis used is quantitative. The data analysis technique used is validity test, reliability test,
classical assumption, multicollinearity, heteroscedasticity test, hypothesis test, multiple linear
regression analysis, coefficient of determination test, f test and t test. The results of the f test of this
study indicate that the implementation of land and building tax receivables management policies.
Land and building tax collection has a simultaneous effect on land and building tax revenues. And the
results of uit, partially the implementation variable of land and building tax receivables management
policies has a significant effect on land and building tax revenues. Partially, the land and building tax
collection variable has no significant effect on land and building tax revenues

Keywords : Policy Implementation, PBB Collection and Receipt

Xiv
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia dalam segala sektor semakin hari
semakin menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhan yang ada, sehingga di
lain pihak banyak dana yang diperlukan untuk membiayainya. Adapun
sumber pendanaan Negara yang dapat diandalkan saat ini adalah seperti pajak,
migas (minyak bumi, gas alam dan batu bara), bagian laba BUMN pendapatan
BLU (Badan Layanan Umum), dan adanya bantuan luar negeri. Akan tetapi
saat ini minyak dan gas yang dulunya menjadi keunggulan Negara semakin
menipis keberadaannya, sehingga mengharuskan pemerintah untuk lebih aktif
dalam meningkatkan sumber pendanaan yang lain salah satunya dari sektor
pajak. Hal ini terbukti dimana pajak saat ini merupakan penerimaan yang
sangat potensial bagi Negara, dan hal ini tertuang dalam Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak tidak hanya
merupakan sumber pendapatan negara, tetapi juga merupakan salah satu
penerimaan pendapatan yang digunakan dalam mengatur perekonomian

Negara (Astuti, 2019).

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah
kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib di bayarkan
masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan balasan jasa kembali secara langsung. Pajak sendiri berfungsi
sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai kebutuhan negara
seperti fasilitas umum dan infrastuktur suatu negara dengan bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak bagi rakyat merupakan perwujudan
pengabdian dan peran serta untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan
pembangunan nasional. Menurut Soemitro dalam Sukrisno (2018:6) Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

berlangsung untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita
yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak
Negara Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor:
213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak

Daerah . Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan
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terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki,

menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Utari, 2018).

Pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 adalah termasuk dalam
jenis pajak baru, akan tetapi sesuai dengan terbitnya undang-undang nomor 28
tahun 2009, maka terjadi perubahan dimana pajak bumi dan bangunan tidak
lagi ditangani oleh pemerintah pusat tapi pajak bumi dan bangunan pedesaan
dan perkotaan ditangani atau menjadi kewenangan pemerintah
kota/kabupaten. Hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pada intinya
digunakan untuk tujuan kepentingan masyarakat untuk pembangunan di
daerah yang bersangkutan, dimana hasil dari pungutan pajak ini akan
diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dikelola dan digunakan
untuk pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan

(Herman & Heryati, 2022).

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan
data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali seacara mendalam.
Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting
karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap
tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan
wajib pajak semakin di tingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah
yang ingin mewujudkan masyarakat indonesia menjadi masyarakat yang sadar

dalam membayar pajak. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam
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dunia perpajakan indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib
pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah
dibayarkan di salah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu,
beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Zulkifli,
2021).

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan
secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat
dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan - kegiatan yang
mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang
diinginkan. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan, maka peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan teori
Edwards |1, yang berkaitan dengan kebijakan pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Untuk Turun Waris yang lakukan oleh pemerintah kota Bukittinggi. Ada
empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakannya, yaitu faktor
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Tindak Lanjut dan Struktur
Birokrasi (Razi & Khairul, 2022). Implementasi kebijakan dapat dikatakan
sebagai pelaksanan keputusan kebijaksanaan dasar, yang berisi perintah atau
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan
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secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan bebagai cara untuk

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Amelia, 2017).

Pemungutan merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib
pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban
perpajakan. Namun dalam realisasinya pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat
kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi
pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan
untuk kelancaran penarikan pajak.

Menurut berita yang di dapat dari semarangkota.go.id — terkait dengan
Kejar Target Pajak, Pemkot Semarang Bagikan SPPT PBB 2022. Pemerintah
Kota Semarang mulai membagikan surat pemberitahuan pajak terutang
(SPPT) Pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2022. Pembagian dilakukan
secara simbolis di Hotel Grasia, Selasa (15/3/2022). Kepala Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari meminta, para
camat dan lurah segera menyampakan SPPT tersebut kepada ketua RT dan
RW agar masyarakat segera membayar PBB kepada pemerintah. Dia
menekankan,  penganggaran  musyawarah  rencana  pembangunan
(musrenbang) 2023 mendatang akan memperhatikan alokasi anggaran

berdasarkan tingkat kepatuhan PBB 2022 di setiap wilayah.
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Indriyasari menyebutkan, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB secara
menyeluruh 68 persen pada 2020. Kemudian, naik menjadi 73 perssen pada
2021. Dia berharap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB meningkat
dari tahun sebelumnya. Target PBB pada 2022 sebesar Rp 577,5 miliar
dengan total 570.719 wajib pajak (Admin, 2022).

Berikut ini merupakan data dan target realisasi wajib pajak bumi dan
bangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang tahun 2019-2022 yang
terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Banyuasin.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sidomulyo
Tahun 2019-2022

Tahun Target Realisasi Presentase
2019 Rp 32.932.082 Rp 21.170.468 64,2%
2020 Rp 40.751.832 Rp 25.366.496 62,2%
2021 Rp 58.563.597 Rp 39.148.495 66,8%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Banyuasin, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa target pajak bumi dan
bangunan tahun 2019-20221 setiap tahunnya realisasi tidak tercapai, pada
tahun 2019 hanya tercapai sebesar 64,2%, pada tahun 2020 hanya tercapai
sebesar 62,2 %, dan pada tahun 2021 tercapai 66,8%. Artinya di Desa
Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang masih banyak wajib pajak yang

menunggak serta tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan
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bangunan. Sehingga menyebabkan pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya
realisasi pajak bumi dan bangunan tidak tercapai.

Tabel 1.2
Survei Pendahuluan

Nama Wajib Pajak Hasil Survei

Rahmat ( Kepala Desa Dari hasil survei pendahuluan di
Sidomulyo) desa Sidomulyo Kecamatan Air
Kumbang Kabupaten Banyuasin,
ada suatu masalah yang menjadi
penyebab Wajib Pajak Tidak
Membayar PBB adalah Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) vyang tidak sampai
Kepada Wajib Pajak, Namun
juga masih kurangnya
pemahaman dan  kesadaran
tentang Implementasi Kebijakan
Terhadap pembayaran PBB.

sumber : Penulis, 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama wajib pajak
2022 pada Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang bahwa alasan mereka
tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena tidak ditagih atau SPPT
tidak sampai ke wajib pajak jadi mereka merasa tidak perlu untuk membayar
pajak bumi dan bangunan, kurangnya pemahaman implementasi kebijakan
dan kesadaran terhadap pembayaran PBB mengakibatkan tidak pernah
tercapainya target realisasi di desa sidomulyo.
Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyarsa, 2022), (Fatmah, Nurhasanah , &

Supriyadi, 2021), (Hakim, 2020) dan (Pamungkas & Satispi, 2022) Hasil
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penelitian tersebut menyatakan bahwa bahwa implementasi kebijakan
pengeloaan piutang pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap
penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Samanto, 2019) Hasil penelitian
tersebut menyatakan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan
berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, berbeda
pendapat menurut (Watini & Lingga, 2010) Hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa pemungutan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian
tentang “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Sidomulyo
Kecamatan Air Kumbang)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan piutang
pajak bumi dan bangunan, pemungutan pajak bumi dan bangunan
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa sidomulyo

kecamatan air kumbang?
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2. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan piutang
pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan
bangunan di desa sidomulyo kecamatan air kumbang?

3. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap
penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa sidomulyo kecamatan
air kumbang?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan
piutang pajak bumi dan bangunan, pemungutan pajak bumi dan
bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa
sidomulyo kecamatan air kumbang?

2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan
piutang pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi
dan bangunan di desa sidomulyo kecamatan air kumbang?

3. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak bumi dan bangunan
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa sidomulyo
kecamatan air kumbang.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman
peneliti dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya pengaruh
implementasi kebijakan pengelolaan piutang pajak bumi dan
bangunan, pemungutan terhadap penerimaan pajak bumi dan banguan.
. Bagi Desa Sidomulyo Kecamatam Air kumbang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang
berguna Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sidomulyo

Kecamatan Air Kumbang.

. Bagi Almamater
Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menambah ilmu
pengetahuan dan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya

di bidang Perpajakan.
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